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Abstract. This study discusses the State-Owned Enterprises (BUMN) as a legal entity established by the state to
manage natural resources and strategic business branches not controlled by private individuals with the main goal
of pursuing profits from state assets separated from the State Budget. As a legal entity, BUMN has assets because
BUMN is a legal subject in both civil and criminal law, thereby having rights and obligations like any other natural
person. The purpose of this research is to know the legal basis for regulating BUMN/State Assets and whether
BUMN assets have legitimacy as collateral for foreign debt guarantees. This research uses a normative legal
approach with a problem-solving approach using Conceptual approach, Statute approach, and Case approach. The
legal materials used are the 1945 Indonesian Constitution, the Criminal Code, Law No. 16 of 2004 on BUMN, Law
No. I of 2004 on State Treasury, and Law No. 17 of 2003 on State Finance."
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Abstrak. Penelitian ini membahas tentang BUMN sebagai badan hukum yang didirikan oleh negara untuk
mengelola potensi kekayaan alam dan cabang-cabang usaha strategis yang tidak dikuasai oleh pihak swasta dengan
tujuan utama mengejar keuntungan dalam hal modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan dari APBN.
BUMN sebagai badan hukum memiliki harta kekayaan karena BUMN merupakan subyek hukum baik untuk hukum
perdata maupun pidana sehingga mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia alamiah adanya. Tujuan penelitian
ini adalah untuk mengetahui landasan Undang-Undang yang tepat dijadikan sebagai landasan yuridis pengaturan
kekayaan BUMN/Aset Negara serta apakah Aset BUMN memiliki legitimasi dijadikan sebagai Jaminan pemberian
penjaminan Lembaga Keuangan Asing. Penelitian ini menggunakan tipe yuridis normatif dengan pendekatan
masalah menggunakan Conceptual approach, Statute approach, dan Case approach. Bahan atau sumber hukum yang
digunakan adalah UU Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, KUHP, UU No. 16 Tahun 2004 tentang
BUMN, UU Nomor: 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU Negara Republik Indonesia Nomor: 17
Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Kata Kunci: Aset BUMN, Kekayaan Negara dipisahkan, Kolateral, PinjamanPemerintah

PENDAHULUAN

Pada tahun 2024, Pemerintah Republik Indonesia telah menerbitkan beberapa peraturan
perundang-undangan yang terkait dengan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kekayaan
negara, kolateral, dan pinjaman pemerintah. Salah satunya adalah Peraturan Otoritas Jasa
Keuangan (POJK) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Produk Asuransi dan Saluran Pemasaran

Produk Asuransi.
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Dalam kaitannya dengan aset BUMN, peraturan ini menegaskan bahwa aset BUMN harus
dipisahkan dari kekayaan negara dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan pribadi. Dengan
demikian, aset BUMN dapat digunakan secara lebih efisien dan efektif untuk meningkatkan

kinerja bisnis dan meningkatkan pendapatan negara.

Selain itu, peraturan ini juga mengatur tentang kolateral yang dikeluarkan oleh BUMN
untuk mendapatkan pinjaman dari pemerintah. Kolateral tersebut haruslah jelas dan transparan

serta harus memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan dalam peraturan ini.

Pinjaman pemerintah juga menjadi salah satu bagian dari peraturan ini. Peraturan ini
menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh pemerintah dalam memberikan pinjaman
kepada BUMN, serta syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh BUMN dalam menggunakan

pinjaman tersebut.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki peran penting dalam meningkatkan
kinerja ekonomi dan menghadirkan keuntungan bagi negara. Salah satu cara BUMN
meningkatkan kinerjanya adalah dengan menggunakan aset yang dimiliki sebagai jaminan atas

pinjaman pemerintah kepada lembaga keuangan asing.

Aset BUMN yang dimaksudkan sebagai jaminan pinjaman pemerintah dapat berupa
berbagai macam, seperti aset tetap, aset bergerak, maupun aset intangible. Aset-aset tersebut
dapat berupa properti, saham, rekening bank, dan lain-lain. Dengan menggunakan aset BUMN
sebagai jaminan, pemerintah dapat memperoleh pinjaman dengan bunga yang lebih rendah dan

masa bayar yang lebih lama.

Namun, penggunaan aset BUMN sebagai jaminan pinjaman pemerintah juga memiliki
risiko. Risiko tersebut antara lain adalah risiko kerugian pada akibat penyelesaian bisnis yang
tidak sesuai dengan harapan, risiko korupsi dan nepotisme dalam penggunaan aset BUMN, serta

risiko tingginya biaya bunga dan masa bayar pinjaman.

Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan yang ketat dan transparansi dalam penggunaan
aset BUMN sebagai jaminan pinjaman pemerintah. Pemerintah harus memastikan bahwa aset
BUMN digunakan secara efisien dan efektif untuk meningkatkan kinerja BUMN dan
menghadirkan keuntungan bagi negara. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa
penggunaan aset BUMN sebagai jaminan pinjaman pemerintah tidak menimbulkan kerugian

pada negara.
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Dalam hal ini, peraturan perundang-undangan dan regulasi yang tepat harus diterapkan
untuk memastikan penggunaan aset BUMN sebagai jaminan pinjaman pemerintah yang aman
dan seimbang. Dengan demikian, pemerintah dapat memperoleh pinjaman dengan syarat-syarat
yang sesuai dan membantu meningkatkan kinerja BUMN serta menghadirkan keuntungan bagi

negara.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan Tesis ini adalah yuridis normatif
(legal research) (Ibrahim, 2008), yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan-
penerapan kaidah atau norma-norma dalam hukum positif yang berlaku (Marzuki, 2010). Tipe
penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang
bersifat formil seperti Undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep-
konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam
penelitian ini.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis (Soekanto, 1995), artinya bahwa penelitian
ini menggambarkan bagaimana suatu ketentuan hukum dalam konteks teori- teori hukum yang
dalam pemaparannya menggambarkan tentang berbagai persoalan yang berkaitan dengan
Ketenagakerjaan.

Penelitian Yuridis Normatif pada prinispnya melakukan penelitian dengan studi
kepustakaan (library reseach) yakni dengan menginventarisir peraturan perundang-
undangan, teori-teori hukum yang sesuai dengan permasalahan penelitian dan bahan- bahan
hukum yang terkait dengan judul dalam penelitian ini. Penelitian ini dilakukan pada
Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil beberapa putusan Pengadilan Negeri Medan
sebagai salah satu sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini. Sumber data

yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder.

Adapun tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti untuk menyelesaikan Tesis ini adalah
tipe yuridis normatif yaitu suatu proses yang digunakan untuk menemukan suatu aturan hukum,
prinsip-prinsip hukum, ataupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang
dihadapi dan dilakukan melalui studi pustaka.

Dalam penelitian ini, Pendekatan masalah yang dilakukan adalah menggunakan
Conceptual approach (pendekatan konsep), Statute approach (pendekatan Undang-Undang),
dan Case approach (pendekatan studi kasus). Conceptual approach adalah pendekatan yang
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berpatokan kepada pandangan dan doktrin-doktrin berdasarkan pendapat para ahli dan para

pakar hukum yang dapat diimplementasikan untuk permasalahan yang sedang diteliti.

Selanjutnya, Statute approach adalah pendekatan yang dilakukan melalui pengkajian peraturan

yang berkaitan dengan perundang-undangan serta diimplementasikan dengan permasalahan

yang sedang diteliti. Terakhir yaitu pendekatan Case approach merupakan pendekatan yang
dilakukan dengan cara menelaah kasus yang berkaitan dengan isu beredar dalam masyarakat.

Adapun kajian pokok Case approach ini adalah Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tentang

BUMN dan legitimasi Aset BUMN dijadikan sebagai jaminan pemberian penjaminan oleh

Lembaga Keuangan Asing.

Dalam penelitian ini, bahan atau sumber hukum yang digunakan dapat dibedakan sebagai
berikut:

1) Sumber hukum primer; Indonesia menganut Civil Law System dimana hukum positif seperti
Peraturan Perundang-undangan yang dapat digunakan sebagai sumber hukum primer
merupakan sumber hukum yang sifatnya mengikat dalam hal:

a) UU Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

¢) UU No. 16 Tahun 2004 tentang BUMN. Undang-Undang ini merupakan revisi daripada
UU Nomor: 19 Tahun 2003 tentang BUMN

d. UU Nomor: 1 tahun 2004 yaitu undang-undang yang mengatur tentang kekayaan
negara.

e. UU Negara Republik Indonesia Nomor: 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

2. Sumber hukum sekunder yang erat kaitannya dengan sumber hukum primer karena
sifatnya menjelaskan bahan hukum primer, antara lain: yurisprudensi dan asas-asas yang
dapat ditemukan dalam literatur tentang aset BUMN atau Kekayaan Negara, dan

www.bumn.go.id,

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai jaminan atas pinjaman pemerintah
Indonesia kepada lembaga keuangan asing dapat memberikan beberapa implikasi positif dan
negatif. Aset BUMN sebagai jaminan dapat memperoleh pinjaman dengan bunga yang lebih
rendah dan masa bayar yang lebih lama. Hal ini dapat membantu meningkatkan kinerja BUMN
dan menghadirkan keuntungan bagi negara. Aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai
jaminan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pemerintah Indonesia. Salah satu

manfaatnya adalah memperoleh pinjaman dengan bunga yang lebih rendah dan masa bayar yang
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lebih lama. Hal ini dapat membantu meningkatkan kinerja BUMN dan menghadirkan keuntungan

bagi negara.

Dengan menggunakan aset BUMN sebagai jaminan, pemerintah Indonesia dapat
mengakses pinjaman dari lembaga keuangan asing dengan lebih mudah. Pinjaman ini dapat
digunakan untuk meningkatkan kinerja BUMN, seperti membangun infrastruktur, meningkatkan
produksi, atau meningkatkan kualitas produk. Aset BUMN sebagai jaminan juga dapat
membantu meningkatkan kredibilitas BUMN di mata investor dan lembaga keuangan asing,
sehingga dapat meningkatkan kemampuan BUMN untuk mengakses pinjaman dan investasi di
masa depan. Selain itu, penggunaan aset BUMN sebagai jaminan juga dapat membantu
meningkatkan valuasi aset BUMN dan meningkatkan potensi pengembalian investasi. Dengan
demikian, penggunaan aset BUMN sebagai jaminan dapat membantu meningkatkan kinerja

BUMN dan menghadirkan keuntungan bagi negara.

Namun, perlu diingat bahwa penggunaan aset BUMN sebagai jaminan harus dilakukan
dengan cermat dan hati-hati. Pemerintah harus memastikan bahwa penggunaan aset BUMN
sebagai jaminan dilakukan secara transparansi dan akuntabel, serta mempertimbangkan faktor-
faktor ekonomi, politik, dan sosial sebelum mengakses pinjaman. Dengan demikian, penggunaan
aset BUMN sebagai jaminan dapat membantu meningkatkan kinerja BUMN dan menghadirkan
keuntungan bagi negara. Penggunaan aset BUMN sebagai jaminan dapat meningkatkan
kredibilitas BUMN dan meningkatkan kesempatan untuk mengakses pinjaman dari lembaga
keuangan asing. Aset BUMN sebagai jaminan dapat membantu meningkatkan valuasi aset

BUMN dan meningkatkan potensi pengembalian investasi.

Aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai jaminan dapat memberikan kontribusi
pada meningkatkan valuasi aset BUMN dan meningkatkan potensi pengembalian investasi.
Dengan menggunakan aset BUMN sebagai jaminan, pemerintah Indonesia dapat meningkatkan
kredibilitas BUMN di mata investor dan lembaga keuangan asing. Dengan demikian, investor
dan lembaga keuangan asing lebih siap untuk menginvestasikan dana mereka pada BUMN,
sehingga meningkatkan valuasi aset BUMN. Selain itu, penggunaan aset BUMN sebagai
jaminan juga dapat membantu meningkatkan potensi pengembalian investasi. Dalam beberapa
tahun mendatang, nilai aset BUMN yang digunakan sebagai jaminan dapat meningkat, sehingga
meningkatkan potensi pengembalian investasi. Penggunaan aset BUMN sebagai jaminan juga

dapat membantu meningkatkan akses BUMN ke pasar modal domestik dan internasional.
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Dengan demikian, BUMN dapat mengakses sumber daya tambahan untuk meningkatkan kinerja

operasional dan investasi pada proyek-proyek strategis.

Namun, perlu diingat bahwa penggunaan aset BUMN sebagai jaminan harus dilakukan
dengan cermat dan hati-hati. Pemerintah harus memastikan bahwa penggunaan aset BUMN
sebagai jaminan dilakukan secara transparansi dan akuntabel, serta mempertimbangkan faktor-
faktor ekonomi, politik, dan sosial sebelum mengakses pinjaman. Dengan demikian, penggunaan
aset BUMN sebagai jaminan dapat membantu meningkatkan valuasi aset BUMN dan
meningkatkan potensi pengembalian investasi. Penggunaan aset BUMN sebagai jaminan dapat

meningkatkan risiko kerugian pada akibat penyelesaian bisnis yang tidak sesuai dengan harapan.

Penggunaan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai jaminan dapat memiliki implikasi
yang signifikan pada risiko kerugian. Saat menggunakan aset BUMN sebagai jaminan,
pemerintah Indonesia berpotensi mengalami kerugian jika penyelesaian bisnis yang dijamin

tidak sesuai dengan harapan.

Dalam beberapa kasus, pinjaman yang diberikan dengan aset BUMN sebagai jaminan
dapat tidak terbayar kembali, sehingga meningkatkan risiko kerugian pada pemerintah. Hal ini
dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keterlambatan penyerahan aset BUMN sebagai
jaminan, konflik kepentingan antara pemerintah dan pemberi pinjaman, atau adanya kesalahan
dalam perhitungan risiko. Selain itu, penggunaan aset BUMN sebagai jaminan juga dapat
meningkatkan risiko kerugian jika terjadi kemunduran ekonomi atau kondisi pasar yang tidak
stabil. Dalam situasi seperti ini, pemerintah berpotensi mengalami kerugian besar jika aset
BUMN vyang digunakan sebagai jaminan tidak memiliki nilai yang seimbang dengan nilai
pinjaman. Oleh sebab itu, penggunaan aset BUMN sebagai jaminan harus dilakukan dengan
cermat dan hati-hati. Pemerintah harus memastikan bahwa penggunaan aset BUMN sebagai
jaminan dilakukan secara transparansi dan akuntabel, serta mempertimbangkan faktor-faktor
ekonomi, politik, dan sosial sebelum mengakses pinjaman. Dengan demikian, penggunaan aset
BUMN sebagai jaminan dapat diminimalisir dan risiko kerugian dapat dipantau dan
dikendalikan.

Aset BUMN sebagai jaminan dapat meningkatkan biaya bunga dan masa bayar pinjaman,
sehingga dapat menimbulkan beban biaya yang besar bagi negara. Penggunaan aset Badan Usaha
Milik Negara (BUMN) sebagai jaminan dapat memiliki implikasi yang signifikan pada biaya bunga
dan masa bayar pinjaman. Saat menggunakan aset BUMN sebagai jaminan, pemerintah Indonesia

berpotensi harus membayar biaya bunga yang lebih tinggi dan masa bayar pinjaman yang lebih
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lama. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, seperti tingkat bunga pinjaman yang tinggi,
biaya administrasi yang lebih tinggi, serta biaya lain-lain yang terkait dengan penggunaan aset
BUMN sebagai jaminan. Dalam beberapa kasus, biaya bunga dan masa bayar pinjaman dapat

meningkat sehingga menimbulkan beban biaya yang besar bagi negara.

Selain itu, penggunaan aset BUMN sebagai jaminan juga dapat menyebabkan penyaluran
dana yang tidak efisien. Dana yang digunakan untuk membayar bunga dan biaya lain-lain dapat
tidak serta merta meningkatkan kinerja operasional dan investasi BUMN, melainkan hanya
menghabiskan biaya-biaya yang tidak perlu. Oleh karena itu, penggunaan aset BUMN sebagai
jaminan harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati. Pemerintah harus memastikan bahwa
penggunaan aset BUMN sebagai jaminan dilakukan secara transparansi dan akuntabel, serta
mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi, politik, dan sosial sebelum mengakses pinjaman.
Dengan demikian, biaya bunga dan masa bayar pinjaman dapat diminimalisir, serta penggunaan

dana dapat lebih efektif dan efisien.

Penggunaan aset BUMN sebagai jaminan dapat meningkatkan risiko korupsi dan
nepotisme dalam penggunaan aset BUMN. Penggunaan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
sebagai jaminan dapat memiliki implikasi yang signifikan pada risiko korupsi dan nepotisme. Saat
menggunakan aset BUMN sebagai jaminan, pemerintah Indonesia berpotensi menjadi terlalu
bergantung pada individu-individu tertentu atau grup tertentu yang tidak memiliki kualifikasi yang
sesuai untuk mengelola aset BUMN. Hal ini dapat menyebabkan penyalahgunaan aset BUMN untuk
kepentingan pribadi atau kelompok tertentu, sehingga meningkatkan risiko korupsi. Selain itu,
penggunaan aset BUMN sebagai jaminan juga dapat memungkinkan praktek nepotisme, di mana
individu-individu yang memiliki hubungan dekat dengan pejabat-pelaksana kebijakan berada di

posisi untuk mengelola aset BUMN.

Dalam beberapa kasus, korupsi dan nepotisme dapat menyebabkan kerugian yang besar
bagi negara, baik secara finansial maupun reputasi. Oleh karena itu, penggunaan aset BUMN
sebagai jaminan harus dilakukan dengan cermat dan hati-hati. Pemerintah harus memastikan
bahwa penggunaan aset BUMN sebagai jaminan dilakukan secara transparansi dan akuntabel,
serta mempertimbangkan faktor-faktor etika dan moral sebelum mengakses pinjaman. Selain itu,
perlu juga diadakan mekanisme pengawasan yang efektif dan independen untuk memantau
penggunaan aset BUMN sebagai jaminan, serta adanya sanksi tegas bagi mereka yang
melakukan korupsi dan nepotisme. Dengan demikian, risiko korupsi dan nepotisme dapat
diminimalisir, serta penggunaan aset BUMN sebagai jaminan dapat dilakukan dengan lebih

transparansi dan akuntabel.
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Pemerintah harus memastikan bahwa penggunaan aset BUMN sebagai jaminan pinjaman
pemerintah dilakukan secara transparansi dan akuntabel. Pemerintah harus memastikan bahwa
penggunaan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai jaminan pinjaman pemerintah
dilakukan secara transparansi dan akuntabel. Hal ini sangat penting untuk menghindari

penyalahgunaan aset BUMN dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Penggunaan aset BUMN sebagai jaminan pinjaman pemerintah harus dilakukan dengan cara
yang jelas, terbuka, dan dapat diverifikasi. Pemerintah harus mengumumkan informasi tentang
penggunaan aset BUMN sebagai jaminan, termasuk nama-nama individu atau perusahaan yang
akan menggunakan aset BUMN sebagai jaminan, besarnya pinjaman, serta syarat-syarat dan
ketentuan-ketentuan yang diperlukan. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa
penggunaan aset BUMN sebagai jaminan dilakukan dengan cara yang akuntabel dan
transparansi. Pemerintah harus membuat laporan keuangan yang jelas dan terbuka tentang
penggunaan aset BUMN sebagai jaminan, sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana

aset BUMN digunakan.

Dengan demikian, penggunaan aset BUMN sebagai jaminan pinjaman pemerintah dapat
dilakukan dengan cara yang transparansi, akuntabel, dan kredibel. Pemerintah dapat
mempertahankan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kemampuan finansial negara.
Pemerintah harus memastikan bahwa penggunaan aset BUMN sebagai jaminan pinjaman
pemerintah tidak menimbulkan kerugian pada negara. Pemerintah harus memastikan bahwa
penggunaan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai jaminan pinjaman pemerintah
tidak menimbulkan kerugian pada negara. Hal ini sangat penting untuk melindungi kepentingan

negara dan mencegah terjadinya kerugian yang signifikan.

Pemerintah harus mengawasi dan mengawasi penggunaan aset BUMN sebagai jaminan
pinjaman pemerintah, agar tidak menimbulkan kerugian pada negara. Pemerintah harus
memastikan bahwa penggunaan aset BUMN dilakukan dengan cara yang bijaksana dan tepat,
serta tidak menyalahgunakan sumber daya negara. Selain itu, pemerintah juga harus membuat
peraturan-peraturan yang jelas dan ketat, serta melakukan monitoring dan evaluasi secara terus-
menerus terhadap penggunaan aset BUMN sebagai jaminan pinjaman. Dengan demikian,
pemerintah dapat memastikan bahwa penggunaan aset BUMN tidak menimbulkan kerugian pada

negara dan kepentingan rakyat dapat terjamin.

Dengan demikian, penggunaan aset BUMN sebagai jaminan pinjaman pemerintah dapat

dilakukan dengan cara yang bijaksana dan tepat, serta tidak menyalahgunakan sumber daya
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negara. Pemerintah dapat melindungi kepentingan negara dan mencegah terjadinya kerugian
yang signifikan. Pemerintah harus memastikan bahwa penggunaan aset BUMN sebagai jaminan
pinjaman pemerintah dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor ekonomi, politik, dan
sosial. Pemerintah harus memastikan bahwa penggunaan aset Badan Usaha Milik Negara
(BUMN) sebagai jaminan pinjaman pemerintah dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-
faktor ekonomi, politik, dan sosial. Hal ini sangat penting untuk mengoptimalkan penggunaan

aset BUMN dan menghindari terjadinya konflik dan kesalahpahaman.

Pertimbangan faktor-faktor ekonomi meliputi kelayakan keuangan individu atau
perusahaan yang akan menggunakan aset BUMN sebagai jaminan, serta potensi keuntungan dan
risiko yang akan dihadapi. Pemerintah harus memastikan bahwa penggunaan aset BUMN tidak
mengurangi kemampuan negara untuk menangani krisis keuangan dan tidak menimbulkan
kerugian pada negara. Pertimbangan faktor politik meliputi stabilitas politik dan kebijakan
ekonomi yang berlaku. Pemerintah harus memastikan bahwa penggunaan aset BUMN tidak
menimbulkan ketegangan politik dan tidak menyalahgunakan kekuasaan. Pertimbangan faktor
sosial meliputi dampak sosial yang akan dihadapi oleh masyarakat akibat penggunaan aset
BUMN sebagai jaminan. Pemerintah harus memastikan bahwa penggunaan aset BUMN tidak
menimbulkan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Dengan demikian, penggunaan aset BUMN
sebagai jaminan pinjaman pemerintah dapat dilakukan dengan cara yang bijaksana dan tepat,
serta memperhatikan faktor-faktor ekonomi, politik, dan sosial. Pemerintah dapat
mengoptimalkan penggunaan aset BUMN dan mencegah terjadinya konflik dan

kesalahpahaman.

Lembaga Keuangan Asing memiliki peran penting dalam perekonomian suatu negara,
karena mereka membantu dalam mengalokasikan dana dari negara asal ke negara yang
menerima investasi dan memberikan berbagai jenis produk dan layanan keuangan kepada
masyarakat yang mungkin tidak bisa diberikan oleh lembaga keuangan lokal. Namun, dengan
kehadiran Lembaga Keuangan Asing dapat menimbulkan risiko dan dampak negatif bagi
perekonomian domestik, seperti inflasi, ketimpangan ekonomi, dan ketergantungan terhadap
pasar finansial global. Regulasi yang ketat dan pengawasan yang efektif terhadap Lembaga
Keuangan Asing sangat penting untuk memastikan keberlangsungan dan kestabilan sektor
keuangan dalam negeri dengan tujuan untuk mencegah terjadinya risiko sistemik dan
ketidakseimbangan dalam pasar keuangan. Oleh karena itu, kerja sama antara otoritas keuangan
domestik dan luar negeri sangat dibutuhkan agar Lembaga Keuangan Asing dapat beroperasi

dengan baik dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian negara tersebut.
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LKA yang beroperasi di Indonesia harus memiliki izin dari Bank Indonesia dan memiliki
kantor perwakilan di Indonesia. LKA juga harus mematuhi semua ketentuan yang berlaku di
Indonesia, termasuk ketentuan mengenai keuangan dan perpajakan. Selain itu, LKA harus
menjalankan prinsip-prinsip good corporate governance yang meliputi prinsip-prinsip
kepemilikan dan pengendalian, transparansi, akuntabilitas, kewajaran, dan tanggung jawab.
Dalam Pasal 3 PBI No. 14/2/2/2021 disebutkan bahwa Lembaga Keuangan Asing yang
melakukan kegiatan usaha di Indonesia harus memiliki izin dari Bank Indonesia. Dengan
demikian, Bank Indonesia dapat memberikan perlindungan dan pengawasan yang tepat terhadap

kegiatan usaha yang dilakukan oleh Lembaga Keuangan Asing di Indonesia.

Pasal 4 PBI No. 14/2/2/2021 menyatakan bahwa Lembaga Keuangan Asing yang
melakukan kegiatan usaha di Indonesia harus memiliki kantor perwakilan di Indonesia. Dengan
demikian, LKA dapat memudahkan proses pengawasan dan pemantauan terhadap kegiatan usaha
yang dilakukan. Pasal 5 PBI No. 14/2/2/2021 menyatakan bahwa Lembaga Keuangan Asing
yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia wajib mematuhi semua ketentuan yang berlaku di
Indonesia, termasuk ketentuan mengenai keuangan dan perpajakan. Dengan demikian, LKA
harus tunduk dan patuh kepada semua peraturan yang berlaku di Indonesia. Pasal 6 PBI No.
14/2/2/2021 menyatakan bahwa Bank Indonesia berhak melakukan pengawasan terhadap
Lembaga Keuangan Asing yang melakukan kegiatan usaha di Indonesia untuk memastikan
bahwa kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.

Pasal 7 Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/2/2021 menyatakan bahwa Bank
Indonesia berhak memberikan sanksi kepada Lembaga Keuangan Asing yang melanggar
ketentuan yang berlaku, termasuk pencabutan izin atau penutupan kantor perwakilan. Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 29/PMK.010/2015 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha oleh
Lembaga Keuangan Asing juga mengatur beberapa hal, seperti izin, pelaporan, pengawasan, dan
sanksi terhadap Lembaga Keuangan Asing yang melanggar ketentuan peraturan perundang-
undangan. Dalam kesimpulan, regulasi yang ketat dan pengawasan yang efektif terhadap
Lembaga Keuangan Asing sangat penting untuk memastikan keberlangsungan dan kestabilan
sektor keuangan dalam negeri dengan tujuan untuk mencegah terjadinya risiko sistemik dan

ketidakseimbangan dalam pasar keuangan.
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SIMPULAN

Berdasarkan uraian dan analisis sebagaimana penulis telah paparkan tentang analisis

Aset BUMN sebagai Jaminan atas Pinjaman Pemerintah Indonesia Kepada Lembaga

Keuangan Asing, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1)

2)

Landasan Hukum yang tepat dijadikan sebagai bagian kekayaan BUMN/Aset Negara adalah
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN serta Peraturan Pemerintah Nomor
44 Tahun 2005 tentang Penyertaan Modal Negara pada BUMN. Dalam peraturan tersebut,
diatur mengenai kepemilikan aset negara yang menjadi milik BUMN dan diatur secara jelas
mengenai penyertaan modal negara kepada BUMN.

Aset BUMN memiliki legitimasi untuk dijadikan jaminan atas Pinjaman Pemerintah
Indonesia kepada Lembaga Keuangan Asing, namun hal tersebut harus diatur dalam
perjanjian yang jelas antara pihak BUMN, Pemerintah Indonesia, dan Lembaga Keuangan
Asing. Selain itu, penggunaan aset BUMN sebagai jaminan harus memperhitungkan
keberlanjutan operasional BUMN dan juga memperhatikan kepentingan negara dalam
mendukung pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian, penggunaan aset BUMN sebagai
jaminan harus dilakukan secara hati-hati dan diatur secara transparan sesuai dengan
ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan tentang analisis Aset BUMN sebagai

Jaminan atas Pinjaman Pemerintah Indonesia Kepada Lembaga Keuangan Asing tersebut di

atas, penulis menyerankan sebagai berikut:

1)

2)

3)

Dalam menggunakan aset Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai jaminan atas
Pinjaman Pemerintah Indonesia kepada Lembaga Keuangan Asing, perlu diatur dalam
perjanjian yang jelas dan transparan antara pihak BUMN, Pemerintah Indonesia, dan
Lembaga Keuangan Asing untuk menghindari kesalahan dan memastikan kepentingan
negara dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Penggunaan aset BUMN sebagai jaminan harus dipertimbangkan dengan memperhatikan
keberlanjutan operasional BUMN, sehingga tidak akan mengganggu operasionalnya.
Harus memperhatikan kepentingan negara dalam mendukung pertumbuhan ekonomi,
sehingga penggunaan aset BUMN sebagai jaminan harus dilakukan secara hati-hati dan
bijaksana.

Dalam melakukan penggunaan aset BUMN sebagai jaminan, perlu diawasi oleh pihak
yang berwenang dan transparan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
Penggunaan aset BUMN sebagai jaminan dapat dilakukan dengan aman dan seimbang,

serta tidak akan menimbulkan konflik dengan kepentingan negara. Perlu diupayakan agar
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penggunaan aset BUMN sebagai jaminan dapat dilakukan dengan bijak dan transparan,

serta memperhatikan kepentingan negara dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.
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